BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

DRAF PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2
Tahun 2023, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan

Peraturan Bupati;

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
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Nomor187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68);

5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun
2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan
Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023
Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULUNGAGUNG.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

(1)

(2)

(3)

(4)

Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Tulungagung.

Bupati adalah Bupati Tulungagung.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Tulungagung.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah
Kabupaten.

Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Tulungagung.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
daerah di bidang pendidikan pemuda dan olahraga.
Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
pendidikan pemuda dan olahraga dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada kabupaten.
Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan bidang Pemuda dan Olahraga;
b. pelaksanaan kebijakan bidang Pemuda dan Olahraga;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemuda dan

Olahraga,;

pelaksanaan administrasi dinas;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

terkait dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

Susunan Organisasi Badan terdiri dari;

a.
b.

™o a0

Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

Bidang Layanan Kepemudaan;

Bidang Pembudayaan Olahraga;

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi,

mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan

serta merumuskan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 Kepala Dinas mempuyai fungsi:

a.

b.

perumusan program jangka pendek, menengah dan jangka
panjang bidang kepemudaan dan olahraga;

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
kepemudaan dan olahraga;

pemberian rekomendasi ijin pendirian lembaga kepemudaan
dan olahraga;

pelaksanaan administrasi dinas;

pembinaan profesional tenaga Dinas;

pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi
dan pelaporan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang,
membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi
umum, keuangan, sarana prasarana, Kkepegawaian,
kerumahtanggaan, pendataan dan kelembagaan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengelolaan dan pembina urusan tata usaha dan tata
kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Dinas;
Penyusunan program dan perencanaan Dinas;
Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
d. Pengelolaan administrasi dan penyusun laporan

o

kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang — bidang;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada pasal 3 huruf b mempunyai tugas :
a. melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan,
perjalanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga;
b. melaksanakan penatausahaan administrasi
kepegawaian;
c. menyusun bahan pembinaan  organisasi dan
ketatalaksanaan dinas;
melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugasnya; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris.
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris.
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(1)

3)

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Bidang Layanan Kepemudaan
Pasal 10

Bidang Layanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf g mempunyai tugas mengoordinasikan,

memfasilitasi, membina, merumuskan dan melaksanakan

kebijakan teknis bidang Layanan Kepemudaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda,
pengembangan pemuda, infrastruktur kemitraan
pemuda dan kepramukaan;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pem berdayaan pemuda, pengembangan pemuda,
infrastruktur kemitraan pemuda dan kepramukaan;

Cc. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda,
infrastruktur kemitraan pemuda dan kepramukaan,;

d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pemberdayaan pem uda, pengembangan pem uda,
infrastruktur kemitraan pemuda dan kepramukaan,;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda,
infrastruktur kemitraan pemuda dan kepramukaan;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pem
berdayaan pemuda, pengembangan pemuda,
infrastruktur kemitraan pemuda dan kepramukaan;

g. pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan,
dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala
dinas.

Bidang Layanan Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Pembudayaan Olahraga
Pasal 11
Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf g mempunyai tugas mengoordinasikan,
memfasilitasi, membina, merumuskan dan melaksanakan
kebijakan teknis bidang pembudayaan olahraga.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada



ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai

fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga
pendidikan, dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga,
pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga
tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan
penghargaan olahraga;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan
pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga
rekreasi, pengem bangan olahragatradisional dan
layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan
olahraga;

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan
pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga
rekreasi, pengem bangan olahraga tradisional dan
layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan
olahraga;

d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan
pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga
rekreasi, pengem bangan  olahraga tradisional dan
layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan
olahraga;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan
pembinaan  sentra  olahraga, pengelolaan olahraga
rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan
layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan
olahraga;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan
pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga
rekreasi, pengem bangan olahraga tradisional dan
layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan
olahraga;

g. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pembudayaan
Olahraga; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pemuda dan Olahraga.

(3) Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada
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di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Pasal 12
(1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf g mempunyai tugas
mengoordinasikan, memfasilitasi, membina, merumuskan
dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Peningkatan

Prestasi Olahraga.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan
tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga
prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bi dang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan,
promosi olahraga dan olahraga prestasi serta
standardisasi dan infrastruktur olahraga.

Cc. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan,
promosi olahraga dan olahraga prestasi serta
standardisasi dan infrastruktur olahraga.

d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi
olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan
infrastruktur olahraga.

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi
olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan
infrastruktur olahraga.

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi
olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan
infrastruktur olahraga.

g. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Peningkatan
Prestasi Olahraga; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas Pemuda dan Olahraga.

(3) Bidang Pembinaan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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9
BAB 1V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 Huruf f, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan bidang tenaga fungsional masing — masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan
unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional dalam
lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga wajib menerapkan
prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam
lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan
organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan
instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan
tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab
memimpin, mengorganisasikan, dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahanya masing-
masing.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahanya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan
masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada
waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan
organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib

a7
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Maret 2023

BUPATI TULUNGAGUNG

——e

a, MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Mafet 2023
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2023 Nomor 21
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 21 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 MARET 2023

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
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BIDANG BIDANG BIDANG
. _ PENINGKATAN PRESTASI
LAYANAN KEPEMUDAAN PEMBUDAYAAN OLAHRAGA el

BUPATI TULUNGAGUNG, f'
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(3 MARYOTO BIROWO






